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ABSTRAK

Pemanfaman teknolog) informasi, media cetak, dan komunikasi welah mengubah baik
perilaku masvarakat maupun peradzban manusia seeara olobal. Perkembungan teknoloa
informasi dan komuniksasi telah pula menvebabkan hubungan dunia menjadi lanpa batas
{ barderiess ) dan menvebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budava yang signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata
duz karery selain memberikan kontribusi hagi penmgkatan besejahteran, kemajuan dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektifl perbuatan melawan hukum. Salgh
satu bentuk dari sisi negative internet adalah semakin berkembangnya bisnis pornografi.
keejahatan pornografi { termasuk pornografi anak | semekin berkembang karena dengan
media internet bisnis pornoerafi semakin berharga murah: Dikatakzn demikian karena
dengan teknologi internet, hambatan-hambatan dalam factar pemasaran dan produksi bisa
ditekan sedemikian rupa, cukup dengan memposting situs web, semua orang bisa
mengakses konten pomograli yang ada Adapun permasalahan vang penulis bahas dalam
penulizan skrpsi ind adalsh bapaimanakah penemapan kebijakan netal dzn non penal
dalam menangeulangi kejahatan pornograli di intenet {cvber pora), serta kendala Mabes
Polri dalam menerapkan kebijakan penal dalam penanggulangan pornografi di internet
{cvher porn). Jenis metode  penelitian vang digunakan ofeh penulis adalah penelitian
yuridis sesiolopis. Adapun sumber data vang penulis pakai adzalah dats primer vaity data
vang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian dan pengamatan langsung ke kantor
Mabes Polri, data skunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepuslakaan
{lihrary researchi dan juga buku-buku vang penulis miliki sendio maupun sumber
Bacaan lain yang berhubungan dengan perulisan skripsi ini, serts bahan lain vang penulis
kutip dari media internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa
penerapan kebijakan penal terhadap kejahatan pornografi di internet terhadap pelaku
kejahatan pada saat ini dapat dapat mengeunakan hukum piclana umum vakni KUHP dan
hukuem pidara khusus yakni Undang-undanp serkaie seperti Undang-undang ITE dan
Undang-undang Fornografi. Serta vang terakhir adalah kendala vang dihadapi Bareskrim
Mabes Polri dalam penanggulangan kejahatan ini adalah sangat sulitnya melacak pelaku
kejghatan ini. Dan penulis menyarankan dalam  penerapan kebijakan pepal agar
memperketat pengawasan raria monitoring terhadap sius-situs pornogmafi di imernet
serla kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam didang Informasi Teknologi
{Depkominfo) dalam penanggulangan penyebarluasan kejahatn pornografi di internet dan
dalam penerapan non penal melakukan pemblokiran terhadap kejahatan ini dan Juga
masyarakat harus menyadant bahwa tanggung jawab hukwm juea merupakan tznppounp
Jawab masvarakat bersama.



BAB 1
PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologl informasi, media cetak, dan komunikasi telah mengubah
btk pentlaku masvarakat maupun peradaban manusia secara plobal. Perkembangan
teknologi informasi dan komuniksasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi
tanpa batas ( borderless ) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya vang
sipnifikan berlangsung demikian cepat. Teknologl informasi pada saat ini menjadi
pedang bermata dua  karema  selain memberikan  koniribusi bagi  peningkatan
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekalipus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim bukum vang dikenal dengan
hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internastonal
digunakan untuk istilah hukum vang terkait dengan pemaniaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Demikian pula, hukum telematika vang merupakan perwujudan dan
konvergansi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika, Istilah lain
vang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi ( faw of informacion technolomy
3, hukum duenia maya { virtsa! world law ), dan hukum mayamam.l

Salah satu bentuk dar sisi negative intermet adalah semakin berkembangnya
bismis pornografi, Kejabatan pornografi ( termasuk  pornografi anak ) semakin
berkembang karena dengan media internet bisnis pormografi semakin berhargs murah.

Dikatakan demikian karena dengan teknoelogi internet, hambatan-hambatan dalam factor

' Lihat penjelasan urmum Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektromik



pemasaran dan groduksi bisa ditekan sedemikian rupa, cukup dengan memposting situs
web, semua orang bisa mengakses konten pornografi yang ada.

Begitu berbahavanya situs porno internel terhadap suatu Negara, elah mendorong
Presiden Clinton berinisiatif mengundang pakar hukum internasional untuk mengadakan
konprenst yang bertujuan untuk memerang kejahatan internasional dan teknologi tinggi,
termasuk  pula  tentang pornografl vang berlangsung  semakin marak di internest
Diharapkan dengan kerjasama internasional i akan memudahkan untuk melacak para
pelaku tindak kejahatan yang dicurigai, dan berada disebuah Negara tertentu. Dan ini
akan menggalang kekuatan bersama, dan sebagal ancaman kepada para pelaku kejahatan
internet, bahwa tak ada satu tempatpun vang aman didumniz im untek menjalankan
kejahatan,®

Menurut jaksa agunpg A5, Janet Rena, perkembangan vang pesat dan global dari
dunia internet telah melahirkan kejahatan vang semakin kompleks, dan tak lagi hanva
lerbatas pada wilayvah vonsdiksi tetento. Janet Heno mengemukakan tersebut dalam
sebuah konperensi pengamanan internet bagi anak-anak. Tak kurung dari pejabat-pejabat
kehakiman di Inggns, Jerman, Jepang, lalia, Kanada, Perancis, dan Rusia akan
mengambil peran dalam konferensi yang segera akan diadakan. Tujuan konferensi ini
adalah membicarakan tentang metoda untuk mencari dan mengidentifikasi para pelaku
kriminal, dan akan membawa ke sidang pengadilan. Para penegak hukum akan senantiasa
berusaha mencari dimana pelaku kriminal internet tersebut berada, dan dimana pambar-

gambar pomo tersehut I:Ijs.impan.']

Mingpuan Umum Bumi Rencong Post, Ofmon Aiscban Peregokon Hokowm Secora
.".r:rrr.'msr'g.'rm.l'. Edis1 007, Mingeu ke L April [958
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BAB IV -

PENUTUP

A. KESIMPULAN

[

Penerapan  kebijakan penal yang dilakukan oleh mabes polo dalam
penanggulangan kasus kejahatan pornograli di Internet mempergunakan
KUHP dan UL ITE. KUHF dipergunakan terhadap kasus-kasus yvang terjadi
sehelum disahkannya UU ITE. Sementara untuk kasus yang terjadi di tahun
2009, penyidik mabes polr mempergunakan ketentuan UL [TE, sedangkan
kendala wang dibadapi oleh mabes polri dalam menanggulangi kasus
pernografi mternet adalah sulitnva untuk melacak pelaku tindak pidana
tersebut, disamping mu, lerlalu banyaknva situs-zitus porno di Internet
menyulitkan polr untuk melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku.

Dalam penanggulangan kejahatan pormografi imternet dengan mempergunakan
sarand non penal, pemerintah melakukan berbagai tindakan dan kegiatan.
Antara lain membentuk [D Sl untuk mengontrol pengpenaan internet di
Indanesia. Dalam beberapa kasus, Menkominto melakukan pemblokiran situs
vang dianggap mengandung 151 pornograli,  Disamping itu pemerintah juga
mendorong  pembuatan sofwere anti pornografi. Dan juga melakukan

sosialisal pengzunaan internet secara benar,
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